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BUPATI PASURUAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

Menimbang a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo.
Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah
paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah
tentang RPJMD ditetapkan;

c. bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik sebagai dokumen perencanaan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode S (lima)
tahun;















BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala Bakesbangpol wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Bakesbangpol.

(2) Kepala Bakesbangpol menyampaikan laporan hasil pengendalian dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui
Kepala Bappelitbangda.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Bakesbangpol Tahun 2024,
Renstra Bakesbangpol Tahun 2018-2023 ini dapat digunakan sebagai acuan
untuk menyusun Renja Bakesbangpol Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati
Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ted.
ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 49
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 - 2023
UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu
pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional
dan implementatif maka diperlukan Renstra Bakesbangpol, sebagai arahan
kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra
Bakesbangpol harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah,
isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan
berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Bakesbangpol dan Renja
Bakesbangpol, Bakesbangpol melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi
dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan
Renstra Bakesbangpol dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan
Perubahan RPUMD.

Adapun tahapan penyusunan nenstra Bakesbangpol meliputi,
Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan
Rancangan, Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Bakesbangpol memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
wajib sesuai dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol yang disusun
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.



Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);

2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Bakesbangpol Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan
sebagai Dokumen Renstra Bakesbangpol Transisi untuk pedoman dalam
penyusunan Renja Bakesbangpol Tahun 2024 sebelum Renstra
Bakesbangpol Tahun 2023-2028 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 103




















































































































































































BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan untuk 5 (lima)
tahun ke depan yang memuat Visi dan Misi ke 2 Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan,
tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan, disusun
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan
Rencana atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Pasuruan Tahun
2018 - 2023, dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis, dan situasi yang
berkembang di Kabupaten Pasuruan.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasuruan perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Implemetasi pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijkan dan strategi, serta program
dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dikendalikan oleh Kepala Badan dan
dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pasuruan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

2. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun sesuai
dengan periode Renstra dengan mengacu kepada RPJMDKabupaten Pasuruan;

3. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pasuruan dilakukan dengan tertib dan obyektif dalam bentuk laporan tertulis
kepada Bupati Pasuruan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dengan terselenggaranya semua program, kegiatan dan ketercapaian tujuan
dan sasaran dalam lima tahun ke depan akan terbangun penyelenggaraan kinerja yang
baik dengan tata kelola keuangan yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan
pelayanan publik yang cepat dan akurat.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF
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